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Abstrak: Pelaku usaha atau pengusaha yang akan melakukan kegiatan usahanya, pasti 

memenuhi persyaratan untuk usahanya berupa izin. Izin menjadi salah satu keputusan 

dan tindakan pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Izin dan 

perizinan merupakan bagian hukum administrasi. Salah satunya dengan mendaftarkan 

nomor induk berusaha untuk usahanya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

kebijakan pengurusan NIB pasca belakunya UU No 6/2023 Cipta Kerja. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengimplementasikan dan 

mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan berlaku 

sebagai dasar penelitian.  Metode pendekatan penelitian dengan pendekatan perun-

dang-undangan (statue approach) dan konsep/pendapat pakar (conceptual approach).. 

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Pemberian NIB yang merupakan legalitas 

kegiatan berusaha oleh setiap pelaku usaha memiliki NIB tersebut diatur berdasarkan 

pasal 6 ayat 1 Un-dang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023Tentang Cipta 

Kerja. Selain hal tersebut pasca UU No 6/2023 Cipta Kerja terdapat kebijakan baru 

dimana UMKM juga mendaftarkan Nomor Induk Berusahanya. Sedangkan dalam PP 

Nomor 24 Tahun 2018 pasal 1 ayat 12 hanya mengatur pelaku usaha lebih sempit. Selain 

itu UU Cipta Kerja lebih melindungi pelaku usaha beresiko rendah atau UMKM.  

Keywords: Perizinan; Nomor Induk Berusaha; UMKM. 

 

PENDAHULUAN 

Pelaku UMKM di Kabupaten Jember berjumlah kurang lebih 14.000 orang yang tersebar di 226 desa. 

Hal ini membuat Jember memiliki potensi yang tinggi untuk meningkatkan ekonomi daerah. Data tersebut 

memberikan informasi bahwa jember memiliki banyak sekali usaha-usaha masyarakat yang tengah 

berkembang. Namun demikian hal yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Jember 

adalah masih banyak pelaku UMKM yang masih belum mempunyai izin berusaha dikarenakan para pelaku 

usaha kurang memahami bagaimana cara mendapatkan izin berusaha tersebut, sehingga masih banyak pelaku 

usaha/UMKM belum memiliki pelegalan dalam usahanya. Para pelaku usaha yang hendak akan melakukan 

kegiatan usaha, diharuskan untuk memenuhi persyarat administrasi terhadap usahanya yaitu langkah pertama 

ialah pelaku usaha harus mendafatarkan izin atas usahanya. Izin usaha menjadi suatu kebijakan dari 

pemerintah.  

Perizinan berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakakukan oleh recht person atau pihak yang 

berwenang  dalam mengeluarkan keputusan dan tindakan hukum. Dalam proses penerapan program harus 

dapat meninjau terlebih dahulu antara rancangannya yang telah direncanakan dengan penerapakan secara 

langsung di lapangan. Oleh sebab itu guna memperkecil peluang kegagalan dalam suatu kebijakan yang di 

implementasikan dapat disebabkan oleh beberapa faktor,yakni 1) mempunyai kebijakan serta rencana yang 

akan diterapkan; 2) memiliki gugusan target serta masyarakat yang nantinya akan dijadikan sasaran dan 

dapat menerima dan merasakan dari program yang ada; 3) memiliki pelaksana, badan atau individual tertentu 
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yang dapat diberi amanah dalam menjalankan maupun pengawasan dari program-programm yang akan 

diterapkan. 

Dalam rangka penanganan kasus tersebut maka perlu diberlakukannya Sustainable Development Goals 

(SDGs) di negara berkembang seperti negara Indonesia sebagai wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dalam bidang perekonomian yang kuat. Sustainable Development Goals adalah suatau komitmen masyarakat 

tingkat nasional bahkan global yang berfokus terhadap satu tujuan yaitu mensejaterahkan masyarakat. skema 

yang digunakan untuk mewujudkan penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu terdapat pada 

tujuan ke delapan dari tujuh belas point Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu memberikan pekerjaan 

layak dan mengembangkan perekonomian. Dalam menciptakan keadaan yang kondusif bagi pelaku UMKM, 

pemerintah mengambil suatu kebijakan baru yakni untuk pelaku usaha terutama pelaku UMKM agar 

mendaftarkan perizinan yang legal. Alasan pemerintah dalam memberikan kebijakan ini agar pelaku UMKM 

mendapatkan perlindungan hukum, memudahkan  usahanya untuk berkembang, dan membantu para pelaku 

UMKM untuk mendapatkan pasar yang  lebih luas, serta mempermudah pendampingan serta melatih skill 

para pelaku usaha yang diperoleh dari pemerintah. Pelaku UMKM membutuhan perizinan usaha agar dapat 

menunjukan legalitas usahanya layak untuk dapat beroperasi.  

Melalui adanya perizinan, menuntut pelaku UMKM untuk menjaga produk agar  kualitasnya tetap 

bagus. Karena dalam perizinan harus menyebutkan pemilik dari suatu usaha, hal tersebut menjadi alasan jika 

terjadi yang dapat merugikan konsumen, maka nama yang terdaftar dalam perizinan yang akan menjadi 

penanggungjawab. Salah satu kebijakan dari pemerintah yaitu pendaftaran perizinan terhadap legalitas 

usahanya dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha. Identitas dalam berusaha atau yang dikenal dengan 

NIB berguna untuk mendapat perizinan dalam berusaha dan operasional, meliputi untuk memenuhi syarat 

mendaftarkan perizinan berusaha dan administrasi lainnya. Hanya dengan menggunakan Nomor Induk 

Berusaha sebagai dokumen yang akan digunakan serta dengan membutuhkan dokumen lainnya.  

NIB berlaku selama pengusaha menjalankan usahanya. Mengingat banyak sekali UMKM yang tidak 

mendapatkan perlindungan hukum seperti jika terjadi pencurian merek, logo ataupun hal lainnya. Maka dari 

itu penelitian ini memiliki tujuan yaitu agar dapat mengetahui kebijakan pengurusan NIB pasca belakunya 

UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja, karena pada peraturan sebelumnya hanya mengatur bahwasanya 

pendaftaran NIB diwajibkan kepada pengusaha yang beresiko besar saja, sehingga tidak mencakup 

pengusaha beresiko kecil seperti UMKM. Berdasarkan uraian tersebut maka yang dapat dijadikan sebagai 

rumusan masalah yang menjadi pembahasan adalah bagaimana penerapan kebijakan pendaftaran Nomor 

Induk Berusaha pasca disahkannya UU Cipta Kerja. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu dengan mengamati fakta-fakta empiris yang terjadi pada 

masyarakat UMKM dan metode yuridis normatif yaitu dengan mengimplementasikan dan mengkaji berbagai 

peraturan perundang-undangan yang berisifat formal yang berhubungan dan berlaku seperti literatur, 

undang-undang yang bersifat konsep teori yang menjadi penghubung dalam permasalahan penelitian. 

Metode pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan 

konsep/pendapat pakar (conceptual approach). Teknik pengolahan data dilakukan dengan mengolah, 

memeriksa, dan meneliti sumber data dari data primer, sekunder, maupun tersier untuk dapat 

mempertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Pengumpulan data dilakukan dengan study online dan 
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study keperpustakaan dengan mempelajari, membaca, dan memahami peraturan, teori, literatur, dan karya 

ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Kebijakan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Pasca UU Cipta Kerja 

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan bagian penting suatu daerah maupun negara 

atau perekonomian suatu negara wilayah termasuk Indonesia. Pengembangan sektor usaha kecil dan 

menengah (UMKM) memberikan arti tersendiri Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga 

untuk mengurangi kemiskinan. Status UMKM di Indonesia sebagai pelaku usaha dalam berbagai sektor 

ekonomi. Dari UU No. 20/2008 UMKM didefinisikan sebagai perusahaan fasilitas produksi pribadi dan/atau 

milik sendiri pemilik tunggal yang memenuhi syarat Kriteria usaha mikro adalah kemakmuran jaringan 

hingga Rp 50.000.000 (Puluhan juta rupiah) tanpa tanah dan tanah membuat situs web atau mendapatkan 

hasil omzet tahunan tertinggi Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). UMKM diharapkan menjadi pemain 

utama produktif dan kompetitif ekonomi Nasional.  Oleh sebab itu pelaku UMKM agar mendaftarkan 

perizinan yang legal. Alasan pemerintah dalam memberikan kebijakan ini agar pelaku UMKM mendapatkan 

perlindungan hukum, memudahkan  usahanya untuk berkembang, dan membantu para pelaku UMKM 

untuk mendapatkan pasar yang  lebih luas, serta mempermudah pendampingan serta melatih skill para 

pelaku usaha yang diperoleh dari pemerintah, salah satunya mendaftarkan legalitas atas usahanya. 

Karena masih banyaknya Usaha Micro Kecil dan Menengah yang masih belum memiliki legalitas atas 

usahanya sehingga banyak pelaku usaha beresiko kecilini tidak mendapatkan hak dan perlindungan hukum 

jika ada sengketa atas usaha dan produknya. Pemerintah melalui UU Cipta Kerja menghimbau agar pelaku 

UMKM dapat mendaftarkan perizinan berusahanya melalui NIB. Nomor Induk Berusaha berguna sebagai 

tanda pengenal atas usaha yang telah didaftarkan ke dinas yang terkait. Pemberian NIB yang merupakan 

legalitas kegiatan berusaha oleh setiap pelaku usaha memiliki NIB tersebut diatur berdasarkan pasal 6 ayat 1 

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Pada pasal tersebut 

menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki legalitas perizinan berusaha, salah satunya yaitu 

Nomer Induk Berusaha (NIB). NIB  berfungsi sebagai Tanda Pedaftaran Perusahaan, Pengakses Kepabean, 

dan Angka Pengenal Impor jika pelaku usaha dalam melakukan Ekspor/Impor. Maka dari itu, Perizinan 

berusaha diatur pada PP No. 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik. 

Nomor Induk Berusaha terbentuk dengan 13 digit angka yang berguna sebagai pengaman dan dilengkapi 

dengan tanda tangan elektronik yang berguna menjadi identitas usahanya serta dapat berguna dalam 

memperoleh perizinan usaha/izin operasional. Bagi Pelaku usaha yang memiliki NIB secara telah terdafdar 

dalam jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.  

Setelah kebijakan terbaru yang tertera dalam UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja mengharuskan 

bahwa pelaku usaha beresiko besar maupun kecil harus mendaftarkan legalitas usahanya atau menaftarkan 

Nomor Induk Berusaha atas usahanya. Dalam konteks ini, pelaku usaha UMKM harus difasilitasi dalam 

proses formalisasi dan perizinan usaha, misalnya dengan mengembangkan model one stop service untuk 

mempercepat proses dan menekan biaya perizinan. Selain itu, budaya perusahaan dan wirausaha khususnya 

di kalangan pekerja muda dikembangkan lebih lanjut melalui pelatihan, penyuluhan dan penyuluhan, serta 

kerjasama perusahaan. Dalam pasal 91 UU Cipta Kerja menjelaskan tentang kemudahan dalam 

mendaftarkan perizinan berusahanya sehingga pelaku usaha beresiko kecil dapat terpenuhi haknya dan 

mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Pendaftaran NIB bisa melewati lembaga OSS. Lembaga 
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OSS mencabut dan membatalkan NIB apabila pedagang yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan 

ketentuan persyaratan NIB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. NIB juga 

menjadi jembatan dalam bagi para pengusaha karena jika ingin mengurus administrasi perusahaan atau 

berusaha seperti memberikan merek, logo, dan bantuan dari pemerintah, suatu usaha harus memiliki nomor 

induk berusaha.  

UU Cipta Kerja hadir dan disahkan oleh pemerintah guna melindungi dan mempermudah para 

pengusaha-pengusaha beresiko rendah agar usahanya dapat berkembang dan memilii daya saing yang kuat, 

hal tersebut juga selaras dengan mewujudkan SDGs point ke delapan (8) yaitu memberikan pekerjaan yang 

layak dan membantu menumbuhkan perekonomian. Sebagaimana yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 

banyak masyarakat yang mengalami PHK dan usahanya mengalami kebangkrutan karena tidak berjalannya 

proses perputaran perekonomian dengan baik. Pemerintah memberikan kebijakan terhadap pelaku usaha 

beresiko rendah sebagai upaya untuk membantu para pelku UMKM agar dapat bersaing dengan perusahaan 

yang beresiko tinggi. Berdasarkan kebijakan tersebut maka peraturan perundang-undangan cipta kerja 

mengharuskan UMKM dan memberikan kemudahan agar pelaku usaha dapat memiliki perizinan berusaha 

atau legalitasnya. Mengingat juga bahwa tahun 2024 nanti pemerintah mewajibkan produk-produk yang 

dihasilkan oleh pengusaha beresiko renda, menengah dan tinggi harus memiliki sertifikasi halal dari MUI. 

Salah satu dari persyaratan dari pendafataran sertifikasi halal ialah suatu produk tersebut harus dinaungi atau 

dibuat oleh pengusaha yang telah memiliki perizinan berusaha atau Nomor Induk Berusaha. 

 

SIMPULAN 

Pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) memberikan arti tersendiri Upaya untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga untuk mengurangi kemiskinan. Berdasarkan peraturan UU Cipta 

Kerja pasal 91 ayat menjelaskan bahwa pelaku usaha beresiko rendah harus mendaftarkan legalitasnya, 

Sedangkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 pasal 1 ayat 12 hanya mengatur pelaku usaha lebih sempit. 

Selain itu UU Cipta Kerja lebih melindungi pelaku usaha beresiko rendah atau UMKM. Online Single 

Submission (OSS) adalah izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS, atas nama menteri, kepala lembaga, 

gubernur, atau bupati/walikota, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Salah satu 

manfaat OSS adalah dengan melaporkan dan menyelesaikan masalah perizinan di satu tempat, pemangku 

kepentingan bisnis dapat terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan mendapatkan persetujuan 

secara aman, cepat, dan real time. Layanan paralel di mana satu permintaan menghasilkan beberapa 

persetujuan terkait. Jadi dengan adanya UU Cipta Kerja menjadikan UMKM lebih unggul dan memiliki 

kepastian dimata hukum sehingga jika terjadi hal yang dapat merugikan UMKM, para pelaku UMKM sudah 

memiliki perlindungan hukumnya. 
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